Cyber Law : Transaksi Elektronik Perbankan

Bank adalah lembaga kepercayaan dimana dalam menjalankan kegiatan electronic
banking (e-banking) harus pula diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan
maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan e-

banking khususnya risiko reputasi dan resiko hukum.

Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan dewasa ini
memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa. Sebagai contoh, adanya
produk-produk electronic banking seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu Debet, Internet
Banking. SMS/mobile banking, phone banking, dll, telah mendorong layanan perbankan
menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis.
Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominasi transaksi

keuangan.

E-banking merupakan delivery channel dalam industri perbankan, dan hubungan
keperdataan yang timbul terkait e-banking berupa hubungan rekening antara bank dan
nasabahnya. Dalam hal ini, permasalahan hukum akan timbul apabila transaksi
elektronik yang dilakukan gagal, siapakah yang yang harus bertanggung jawab

terhadap kegagalan transaksi tersebut?

Kejahatan perbankan juga semakin dekat dengan penggunaan E-banking dalam modus
operandinya. Pola kejahatan pencucian uang misalnya, memiliki potensi kriminalisasi
terhadap sistem transaksi elektronik perbankan yang akhirnya akan merugikan semua
pihak. Hal ini membuat perlu adanya pemahman yang mendalam atas mekanisme
transaksi kejahatan yang menggunakan E-banking yang terkait dengan tindakan

pidana.

Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri perbankan dalam inovasinya untuk
mengembangkan produk jasa bank juga dibayang-dibayangi oleh potensi risiko
kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik (cyber crime) yang dilakukan oleh
orang-orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Pemerintah membentuk suatu
undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan sistem elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Dengan terbitnya Undang-undang ini, maka diharapkan tidak hanya dalam hal
pengakuan nilai hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau keabsahan
terhadap informasi elektronik dan transaksi elektroniknya, melainkan juga kepada
kejelasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik itu sendiri. Selain
untuk mendapatkan kekuatan pembuktian secara hukum, maka tentunya perlindungan
yang diperlukan tidak hanya untuk kepentingan individual saja, melainkan juga

masyarakat dengan norma-norma yang hidup didalamnya.

Permasalahan yang ada yaitu:

o Bagaimanakah kepastian hukum terhadap Transaksi Elektronik perbankan sesuai
dengan aturan yang berlaku pada saat ini?

o0 Bagaimanakah praktek-praktek kejahatan dalam Transaksi Electronic Banking (E-
Banking)?

0 Bagaimanakah prosedur penegakkan hukum dalam teknologi informasi?

Tugas Anda adalah menjawab permasalahan yang ada diatas, jawaban disajikan dalam
bentuk paragraf penjelasan dan contoh kasus yang pernah terjadi. Daftar referensi yang

digunakan juga harus tercantum.



